
 

 
 
 

 
 
 

 
BUPATI REMBANG 

PROVINSI JAWA TENGAH 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG 

 
NOMOR   8   TAHUN 2016 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG  
NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI REMBANG, 

 
Menimbang  : a.  bahwa tarif retribusi pasar grosir dan/atau 

pertokoan sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi 
Jasa Usaha sudah tidak sesuai dengan kondisi saat 

ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian; 
 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2011 
tentang Retribusi Jasa Usaha;  

 

Mengingat   : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

 
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 
  

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 
 

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang 
Perubahan atas Undang- Undang Nomor 19 Tahun 

1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa 

SALINAN 



 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3987); 
 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 

Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 

 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

 

9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4433); 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5074 ); 

 

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68), Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4725 ); 
 

11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 11,Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor   4966); 

 

12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang 
Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84); 

 

 

 



 

13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

 

14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

 

15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 

tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 

 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan  Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010  
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161); 

 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
92,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5533);  

 

 

 

 



 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Rembang Nomor 5 Tahun 1989 Penyidikan Pegawai 

Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1989 

Nomor 8); 
 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Rembang Tahun 2006 Nomor 46 Seri A Nomor 12, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang 
Nomor 61); 

 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 

Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang 
Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Rembang Nomor  72); 
 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 

Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran 
Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 13, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang 

Nomor 111); 
 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 

Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Rembang Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128); 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG 

dan 
BUPATI REMBANG 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 13 
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA. 

 
Pasal  I 

 
Ketentuan dalan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang 
Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha 

(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 
13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang 
Nomor 111) diubah sebagai berikut: 

  



 

1. Ketentuan ayat (2) pada Pasal 15, diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

 
Pasal 15 

 

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis, luas, jumlah dan 
jangka waktu pemakaian. 

 

(2) Besarnya tarif retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
 

Pasal II 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Rembang. 
 

Ditetapkan di Rembang 

pada tanggal  9 Desember 2016 
                

BUPATI REMBANG, 
 

             ttd 

 
   ABDUL HAFIDZ 

 

Diundangkan di Rembang 
pada tanggal 9 Desember 2016 

   
Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG 
 

ttd 
 

HARI SUSANTO 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 NOMOR 8 

 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG PROVINSI  
JAWA TENGAH ( 13 / 2016 ). 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 



 

LAMPIRAN:  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG 

NOMOR      TAHUN 2016 
TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN REMBANG NOMOR 13 TAHUN 
2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA 
 

 
 

TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN 
DI KABUPATEN REMBANG 

 

A. PASAR GROSIR 
 

No. OBJEK RETRIBUSI 
BESARNYA  

TARIF 
(Rp) 

SATUAN 

1. 
2. 

3. 
4. 

5. 

Ternak Besar (Sapi, Kerbau, Kuda) 
Ternak Kecil (Kambing, Domba) 

Ternak Unggas 
Pedagang selain pedagang ternak 

Pemakaian ampalan: 
a.hewan kecil; 
b.hewan besar. 

5.000,- 
2.000,- 

   300,- 
   500,- 

 
   200,- 
   300,- 

per ekor/hari 
per ekor/hari 

per ekor/hari 
per ekor/hari 

 
per ekor 
per ekor 

 

 

 
B. PERTOKOAN 

 

No. OBJEK RETRIBUSI 
BESARNYA  

TARIF 

(Rp) 

SATUAN 

1. 

2. 
3. 
 

Pertokoan Kelas I 

Pertokoan Kelas II 
Pertokoan Kelas III 

   200,- 

   150,- 
   125,- 
    

 

per m/hari 

per m/hari 
per m/hari 

 

 
 
BUPATI REMBANG, 

 
 

 
   ABDUL HAFIDZ 

 


